
3. Undang - Undang . . . 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2755); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penetapan Harga Dasar dan Tata Cara Pemungutan 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten 
Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Batang 
Hari Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Dasar 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu diganti karena 
tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan 
Daerah dimaksud; 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan 
Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah, Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan diatur dengan Peraturan Bupati; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BATANG HARi, 

PENETAPAN BARGA DASAR DAN TATA CARA PEMUNGUTAN 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI BATANG HARi 
NOMOR 6S TAHUN 2017 

BUPATI BATANG HARI 
PROVINS! JAMB! 



BAB I ... 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM 
DAN BATUAN. 

MEMUTUSKAN : 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik 
Indonesia Nomor 3686} sebagaimana telah diu bah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3987); 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang 
Hari Tahun 2011 Nomor 3); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 
11). 
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Menetapkan 



14.Surat 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari. 
4. Perangkat Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari. 
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Batang Hari. 
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam 
dan/ a tau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan 
sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang 
mineral dan batubara 

9. Harga Dasar adalah harga rata-rata yang diperoleh untuk menentukan Nilai 
Jual Objek Pajak yang bersumber dari mulut tambang yang belum ditambah 
dengan biaya pengolahan. 

10. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, 
Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek 
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak 
pengganti. 

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, 
pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan Daerah. 

12. Masa Pajak adalah orang jangka waktu l(satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) 
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPfPD adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 
dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, 
dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan Daerah. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 
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25.Putusan . . . 

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat 
ketetapan Pajak yang menentukan besamyajumlah pokok Pajak yang terutang. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah 
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus 
dibayar. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan 
atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah 
surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besamya 
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
Pajak. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB 
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 

20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat 
untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/ a tau denda. 

21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib 
Pajak untuk melunasi utang Pajaknya. 

22. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan 
Pajak. 

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah 
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat 
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau terhadap pemotongan atau 
Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
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5.Batu Apung 

HAR GA TARIF PAJAK 
JENIS BAHAN MINERAL DAS AR 25 °/o 

NO BUKAN LOGAM DAN SATUAN PERM3 PerM3 

BATU AN DALAM DALAM 
RUPIAH (Rp) RUPIAH (Rp) 

1 2 3 4 5 

1 As bes Meter Kubik (M3) 13.250 3.313 

2 Batu Tulis Meter Kubik (M3) 3.250 813 

HargaJual 25°/o dari 3 Batu Setengah Permata hargaJual 

4 Batu Kapur Meter Kubik (M3) 4.500 1.125 

BAB II 

TARIF DAN HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK 

Pasal 2 

Harga Dasar besaran Nilai Jual Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
dalam daerah sebagai berikut: 

25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap 
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

26. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-larnpirannya 
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. 

27. Penagihan adalah serangkaian tindakan agarpenanggung Pajak melunasi utang 
Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, 
melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat 
Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 
penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan Daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai 
kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya 

30. Kas Daerah adalah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten 
Batang Hari untuk memegang Kas Daerah. 
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21. Opsidien . . . 

1 2 3 4 5 

5 I Batu Apung Meter Kubik (M3) 6.250 1.563 

I 
I 25o/o dari 

6 Batu Permata I Harga Jual 
harga Jual 

7 Bentonit Meter Kubik (M3) 9.250 2.313 

8 Dolomit Meter Kubik (M3) 13.250 3.313 

9 Feldspar Meter Kubik (M3) 15.500 3.875 

10 Garam Batu (Halite) Meter Kubik (M3) 10.500 2.625 

11 Grafit Meter Kubik (M3) 13.250 3.313 

Granit/ Andesit 
12 (Bubuk / pecah, andesit, Meter Kubik (M3) 11.250 2.813 

trakhit bahan bangunan) 

13 Gips Meter Kubik (M3) 9.250 2.313 

14 Kalsit Meter Kubik (M3) 3.250 813 

15 Kaolin Meter Kubik {M3) 12.500 3.125 

16 Leu sit Meter Kubik (M3) 13.250 3.313 

17 Magnesit Meter Kubik (M3) 13.250 3.313 

18 Mika Meter Kubik (M3) 13.250 3.313 I 

19 Marmer Meter Kubik (M3) 15.500 3.875 

20 Nitrat Meter Kubik (M3) 10.500 2.625 
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37.Tras . . . 

1 2 3 4 5 

21 Opsidien Meter Kubik (M3) 5.250 1.313 

22 Oker Meter Kubik (M3) 8.750 2.188 

23 Pa sir Meter Kubik (M3) 18.750 4.688 

24 Batu Kerikil Meter Kubik (M3) 50.000 12.500 I 
I 

25 Sirtu I Meter Kubik (M3) 18.750 4.688 

26 Pasir Kuarsa Meter Kubik (M3) 12.500 3.125 

27 Per lit Meter Kubik (M3) 5.250 1.313 

28 Phospat Meter Kubik (M3) 11.250 2.813 

29 Talk Meter Kubik (M3) 13.250 3.313 

30 Tanah Serap (Fullers Meter Kubik (M3) 7.500 1.875 
Earth) 

31 Tanah Diatome Meter Kubik (M3) 7.500 1.875 

32 Tanah Liat Tahan Api Meter Kubik (M3) 9.250 2.313 

33 Tanah Liat Meter Kubik (M3) 9.250 2.313 

Tanah Liat Untuk 
34 Bangunan Meter Kubik (M3) 6.250 1.563 

(Batu Bata, Genteng) 

35 Tanah Urug Meter Kubik (M3) 9.250 2.313 

36 Tawas (Alum) Meter Kubik (M3) 10.500 2.625 
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Pasal 6 . . . 

(1) Wajib Pajak mengisi SPTPD. 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omzet 

dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran dan Pelaporan Wajib Pajak 

BAB III 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

Jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum diatur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan J enis Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
sudah mengalami proses peningkatan mutu atau proses pengolahan atau 
pemumian maka harga dasar berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan 
berdasarkan Nilai Jual dan Produk yang dihasilkan. 

Pasal 4 

Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh rekanan untuk 
pekerjaan borongan Pemerintah Daerah adalah sebagaimana volume yang 
tercantum pada kontrak pekerjaan dikalikan tarif Pajak 25 o/o (dua puluh lima 
perseratus). 

Pasal 3 

1 2 3 I 4 5 
! 

37 Tras Meter Kubik (M3) 1.900 475 

38 Yarosif I Meter Kubik (M3) 13.250 3.313 
I 

39 Zeolit Meter Kubik (M3) 6.250 1.563 

Batu-batuan lainnya 
(Batu sungai, Batu Kali, 

40 Batu Gunung, Batu Split, Meter Kubik (M3) 62.500 15.625 
Batu pecah, Agregat, Batu 
Puru, Latrik) 
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Pasal 11 . . . 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan 
surat pendaftaran objek pajak dengan menggunakan SKPD. 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang secara jabatan 
dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh 
Daerah dalam hal wajib pajak tidak melakukan pendaftaran. 

Pasal 10 

(1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25 °/o (dua puluh lima perseratus) 
dengan harga dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

(2) Besaran pajak terhutang terhadap jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan yang sudah mengalami proses peningkatan mutu atau proses 
pengolahan atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah 
sebesar Nilai Jual dari Jumlah produk yang dihasilkan dikalikan tarif Pajak 
2So/o (dua puluh lima perseratus). 

Pasal 9 

Bagian Ketiga 
Penetapan dan Pembayaran 

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah paling lama 1 (satu) bulan 
kalender. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Masa Pajak 

( 1) W ajib Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan diwajibkan 
mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditetapkan 
sebagai pengelola Pajak Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib 
Pajak Daerah. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak 
mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan melalui Perangkat Daerah yang 
ditetapkan sebagai pengelola Pajak Daerah menerbitkan Nomor Pokok Wajib 
Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. 

Pasal 7 

(1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah 
berakhirnya masa Pajak. 

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD dan 
SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 

Pasal 6 
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(4) Jumlah 

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dihitung dari 
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak. 

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 100°/o (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak 
terse but. 

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib 
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan. 

Pasal 13 

(1) Dalamjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati 
dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN. 

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal: 
a. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang 

tidak atau kurang dibayar; 
b. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak disampaikan 

kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur 
secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan 
dalam Surat Teguran;atau 

c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi 
(3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung secara jabatan. 
(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal 

ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap dan 
menyebabkan penambahan Pajak yang terutang. 

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah 
Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak 
tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. 

Pasal 12 

Bagian Keempat 
Ketetapan Pajak 

(1) Wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas Daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati dengan rnenggunakan 
SSPD. 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu pembayaran atau 
penyetoran Pajak terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat 
terutangnya Pajak. 

Pasal 11 
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(2) Jumlah . . . 

( 1) Bupati a tau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal: 
a. dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat 

salah tulis dan/atau salah hitung; 
b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah 
jatuh tempo pembayaran; atau 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

Pasal 15 

Bagian Kelima 
Penagihan 

( 1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan 
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4} Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) langsung diperhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu utang Pajak tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) 
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak. 

Pasal 14 

(4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 
sebesar 25% (dua puluh Hrna persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2°/o (dua persen) sebulan dihitung dari 
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak. 

(5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan sejak tanggal diterbitkan. 
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(3) Keputusan 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan 
yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). 

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 
atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan. 

Pasal 18 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan 
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga. 

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal 
pemotongan atau Pemungutan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya, pengajuan keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih 
dari 3 (tiga) bulan. 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas 
jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan 
Keberatan. 

(6) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 17 

Bagian Keenam 
Keberatan dan Banding 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh W ajib Pajak pada waktunya dapat 
ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 

(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2°/o (dua persen) setiap bulan untuk 
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak. 
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(5) Dalam hal 

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan 
Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif 
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak dikenakan. 

Pasal 20 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang 
ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat 
Keputusan Keberatan tersebut. 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan 
kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Putusan Banding. 

(3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 19 

(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
sejak tanggal surat keberatan diterima. 

(4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa: 
a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil 

Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; 
b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan 

sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; 
c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama 

dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan 
keberatan oleh Wajib Pajak; atau 

d. menambah besamya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang 
berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang teru tang dalam 
surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak. 

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap diterima. 

-13- 



(3) Dalam hal 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak 
yang teru tang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; 
dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

Pasal 24 

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan ornzet paling sedikit 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan 
pembukuan atau pencatatan. 

(2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat 
dihitung besarnya Pajak yang teru tang. 

Pasal 23 

BAB IV 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

( 1) Pengelola Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah perangkat daerah 
yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pejabat 
yang ditunjuk dan/ atau berwenang dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan. 

(3) Kepala perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
mendelegasikan beberapa kewenangan administrasi pemungutan pajak kepada 
pejabat terkait dilingkungan perangkat daerahnya. 

Pasal 22 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dipungut diwilayah daerah. 

Pasal 21 

Bagian Ketujuh 
Wilayah Pemungutan dan Perangkat Pengelola 

( 5) Dalam hal permohonan banding ditolak a tau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak 
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100°/o (seratus persen) dari 
jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran 
Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
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TA DAERAH KABUPATEN BATANG HARi 
TAITTTT'&T 2017 NOMOR. GB. 

Diundangkan di Muara Bulian 
Pada tanggal I a-/ 0 - 2017 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BATANG HARi 

SYAHIRSAH SY 

Ditetapkan di Muara Bulian 
Pada tanggal /d to - 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari. 

Pasal 26 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari 
Nomor 13 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 
13) tentang Penetapan Harga Dasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 25 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secarajabatan. 
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